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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A.
Gambaran Umum Pertanggungjawaban
1. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan keadaan ketika seseorang harus menanggung akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban tidak hanya berkaitan dengan adanya perbuatan, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban untuk menerima konsekuensi hukum atas perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban menjadi dasar penting untuk menilai apakah seseorang dapat dikenakan sanksi atau tidak.

Pertanggungjawaban dalam hukum pada dasarnya lahir karena adanya hubungan antara perbuatan, akibat, dan norma yang dilanggar. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak ada perbuatan yang dapat dikaitkan dengannya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban menuntut adanya keterkaitan yang jelas antara pelaku, tindakan, dan akibat yang ditimbulkan.

Dalam bidang profesi, pertanggungjawaban memiliki makna yang lebih luas karena tidak hanya berhubungan dengan aturan hukum, tetapi juga dengan norma etik. Seorang pemegang profesi tertentu harus bertanggung jawab terhadap tugas, kewenangan, dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hal ini berlaku pula bagi anggota Polri yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

Pertanggungjawaban anggota Polri tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai aparat negara. Setiap tindakan anggota Polri harus sesuai dengan hukum, peraturan kedinasan, dan kode etik profesi. Apabila anggota Polri melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan tersebut, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban dapat dipahami sebagai kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatannya, baik dalam bentuk pertanggungjawaban hukum, etik, administratif, maupun disiplin. Dalam penelitian ini, konsep pertanggungjawaban digunakan untuk menganalisis dugaan penerimaan uang oleh anggota Polri dari keluarga tersangka dalam kaitannya dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

2. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban disiplin, dan pertanggungjawaban etik. Setiap bentuk pertanggungjawaban memiliki dasar hukum, mekanisme, dan akibat hukum yang berbeda. Perbedaan ini penting agar suatu pelanggaran tidak dinilai secara keliru.

Pertanggungjawaban pidana muncul apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan memenuhi unsur kesalahan. Dalam pertanggungjawaban pidana, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara, denda, atau bentuk pidana lain yang ditentukan oleh undang-undang. Namun, tidak semua pelanggaran etik otomatis menjadi tindak pidana, karena harus dilihat terlebih dahulu unsur hukumnya.

Pertanggungjawaban administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan jabatan, kewenangan, atau tata kelola dalam suatu institusi. Dalam lingkungan Polri, pertanggungjawaban administratif dapat muncul apabila anggota Polri melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban kedinasan atau merusak kehormatan institusi. Bentuk sanksinya dapat berupa teguran, mutasi, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertanggungjawaban disiplin berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan kedisiplinan anggota Polri. Disiplin diperlukan agar setiap anggota Polri menjalankan tugas secara tertib, patuh terhadap perintah dinas, dan menjaga perilaku sesuai dengan aturan organisasi. Apabila anggota Polri melanggar disiplin, maka ia dapat diproses melalui mekanisme pemeriksaan disiplin.

Pertanggungjawaban etik merupakan bentuk pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pelanggaran nilai, norma, dan standar perilaku profesi. Dalam perkara dugaan penerimaan uang dari keluarga tersangka, pertanggungjawaban etik menjadi penting karena menyangkut integritas, profesionalitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

3. Pertanggungjawaban Etik Anggota Polri

Pertanggungjawaban etik anggota Polri merupakan kewajiban anggota Polri untuk menjawab dan menanggung akibat atas perbuatan yang melanggar Kode Etik Profesi Polri. Kode etik ini menjadi pedoman bagi anggota Polri dalam bersikap, bertindak, dan menjalankan kewenangan. Oleh karena itu, setiap penyimpangan terhadap kode etik dapat menimbulkan konsekuensi etik.¹¹

Pertanggungjawaban etik tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya kerugian materiil, tetapi juga dari dampak perbuatan terhadap kehormatan profesi. Anggota Polri sebagai aparat penegak hukum wajib menjaga citra, martabat, dan kepercayaan publik. Apabila anggota Polri menerima uang dari pihak yang berkaitan dengan perkara, maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan dugaan konflik kepentingan.¹²

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Kode Etik Profesi Polri menjadi pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kehidupan sehari-hari. Ketentuan ini menunjukkan bahwa etik Polri tidak hanya berlaku saat bertugas, tetapi juga melekat pada pribadi anggota Polri sebagai aparat negara.¹³ 

Pertanggungjawaban etik anggota Polri diperiksa melalui mekanisme Komisi Kode Etik Polri. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai apakah perbuatan anggota Polri terbukti melanggar kode etik, bagaimana bentuk pelanggarannya, serta sanksi apa yang tepat dijatuhkan. Dengan demikian, proses etik harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti yang cukup.¹⁴

Dalam penelitian ini, pertanggungjawaban etik digunakan untuk menilai dugaan penerimaan uang oleh anggota Polri dari keluarga tersangka. Perbuatan tersebut perlu dianalisis untuk melihat apakah termasuk pelanggaran terhadap kewajiban menjaga integritas, profesionalitas, dan larangan melakukan hubungan yang dapat memengaruhi objektivitas penanganan perkara.¹⁵

4. Pertanggungjawaban Administratif Anggota Polri

Pertanggungjawaban administratif anggota Polri berkaitan dengan kewajiban anggota untuk mematuhi aturan kelembagaan, jabatan, dan tata kelola organisasi Polri. Sebagai aparatur negara, anggota Polri tidak hanya terikat pada hukum pidana dan kode etik, tetapi juga pada peraturan administratif yang mengatur status, kedudukan, dan kewajibannya sebagai anggota kepolisian.¹⁶

Dalam konteks kelembagaan, pertanggungjawaban administratif bertujuan menjaga ketertiban organisasi dan memastikan bahwa setiap anggota menjalankan tugas sesuai aturan. Apabila anggota Polri melakukan perbuatan yang mencederai kehormatan institusi, maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi administratif. Konsekuensi ini dapat berdampingan dengan pertanggungjawaban etik maupun disiplin.¹⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengatur pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk kemungkinan pemberhentian tidak dengan hormat dalam keadaan tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran serius oleh anggota Polri dapat berdampak pada status keanggotaannya, terutama apabila pelanggaran tersebut berkaitan dengan sumpah jabatan, kode etik, atau kehormatan Polri.¹⁸ 

Pertanggungjawaban administratif juga berfungsi sebagai sarana pengawasan internal. Melalui mekanisme administratif, institusi Polri dapat menilai apakah seorang anggota masih layak menjalankan tugas dan kewenangan tertentu. Hal ini penting karena kewenangan kepolisian memiliki hubungan langsung dengan hak masyarakat dan proses penegakan hukum.¹⁹

Dalam perkara dugaan penerimaan uang dari keluarga tersangka, pertanggungjawaban administratif perlu dikaji karena perbuatan tersebut dapat memengaruhi kedudukan anggota Polri dalam institusi. Apabila terbukti melanggar aturan etik atau kewajiban jabatan, maka selain sanksi etik, anggota Polri juga dapat menghadapi konsekuensi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.²⁰
B. 
Gambaran Umum Kode Etik Profesi
1. Pengertian Kode Etik Profesi

Kode etik profesi merupakan seperangkat norma, nilai, dan pedoman perilaku yang mengatur bagaimana seseorang menjalankan profesinya secara bertanggung jawab. Kode etik tidak hanya berisi larangan dan kewajiban, tetapi juga menjadi ukuran moral bagi seorang profesional dalam melaksanakan tugas. Dengan adanya kode etik, suatu profesi memiliki standar perilaku yang harus ditaati oleh setiap anggotanya.

Kode etik profesi lahir karena setiap profesi memiliki kewenangan, keahlian, dan tanggung jawab tertentu yang dapat memengaruhi kepentingan orang lain. Oleh karena itu, profesi tidak cukup hanya dijalankan berdasarkan kemampuan teknis, tetapi juga harus dilandasi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Hal ini penting agar profesi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam profesi penegak hukum, kode etik memiliki kedudukan yang sangat penting karena profesi tersebut berkaitan langsung dengan hak, kebebasan, dan keadilan masyarakat. Aparat penegak hukum tidak hanya dituntut memahami aturan hukum, tetapi juga wajib menjaga sikap objektif, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan tidak memihak kepada pihak tertentu.

Kode etik profesi juga berfungsi sebagai batas perilaku antara tindakan yang patut dan tidak patut dilakukan oleh pemegang profesi. Dalam konteks Polri, kode etik menjadi pedoman agar anggota Polri tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam hubungan dengan pihak yang sedang berperkara.

Dengan demikian, kode etik profesi dapat dipahami sebagai pedoman moral dan aturan perilaku yang wajib ditaati oleh setiap pemegang profesi. Dalam penelitian ini, kode etik profesi menjadi dasar untuk menilai dugaan penerimaan uang oleh anggota Polri dari keluarga tersangka, apakah perbuatan tersebut sesuai atau bertentangan dengan nilai profesionalitas kepolisian.

2. Fungsi dan Tujuan Kode Etik Profesi

Kode etik profesi berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Pedoman ini membantu menentukan tindakan yang benar, patut, dan sesuai dengan nilai profesi. Tanpa kode etik, seorang profesional dapat bertindak hanya berdasarkan kepentingan pribadi sehingga merugikan masyarakat dan merusak martabat profesi.

Tujuan utama kode etik profesi adalah menjaga kehormatan dan martabat profesi. Profesi yang memiliki kewenangan besar, seperti kepolisian, harus menjaga kepercayaan publik melalui perilaku yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Apabila anggota profesi menyimpang dari kode etik, maka kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut dapat menurun.

Kode etik profesi juga berfungsi sebagai alat pengawasan internal. Melalui kode etik, organisasi profesi dapat menilai apakah tindakan anggotanya masih berada dalam batas kepatutan atau telah menyimpang. Dalam Polri, pengawasan etik dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan internal dan sidang kode etik apabila terdapat dugaan pelanggaran.

Selain sebagai pedoman dan alat pengawasan, kode etik profesi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat. Masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan penegakan hukum yang jujur, objektif, serta bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, kode etik profesi menjadi jaminan bahwa anggota profesi tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

Dengan demikian, fungsi dan tujuan kode etik profesi tidak hanya ditujukan untuk kepentingan internal organisasi, tetapi juga untuk menjaga kepentingan publik. Dalam penelitian ini, fungsi kode etik penting untuk menilai bagaimana dugaan penerimaan uang oleh anggota Polri dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

3. Prinsip-Prinsip Kode Etik Profesi

Prinsip utama dalam kode etik profesi adalah integritas. Integritas berarti kemampuan seorang profesional untuk bertindak jujur, konsisten, dan sesuai dengan nilai kebenaran meskipun berada dalam tekanan atau kesempatan untuk menyimpang. Dalam profesi kepolisian, integritas menjadi dasar agar anggota Polri tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

Prinsip berikutnya adalah profesionalitas. Profesionalitas mengharuskan anggota profesi menjalankan tugas berdasarkan keahlian, aturan, dan tanggung jawab yang melekat pada profesinya. Anggota Polri yang profesional harus melaksanakan tugas sesuai prosedur hukum, bukan berdasarkan permintaan pihak tertentu atau imbalan tertentu.

Prinsip objektivitas juga menjadi bagian penting dalam kode etik profesi. Objektivitas berarti seorang profesional harus bertindak tanpa memihak, tidak dipengaruhi hubungan pribadi, kepentingan ekonomi, atau tekanan dari pihak luar. Dalam penanganan perkara pidana, objektivitas anggota Polri sangat penting agar proses hukum berjalan adil.

Prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap tindakan profesional dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, anggota Polri harus mampu menjelaskan dasar tindakan yang dilakukan, baik secara hukum, etik, maupun administratif. Apabila terdapat dugaan penerimaan uang dari keluarga tersangka, maka tindakan tersebut harus diuji melalui mekanisme pertanggungjawaban etik.

Selain itu, kode etik profesi juga menuntut adanya prinsip kepatutan. Kepatutan berkaitan dengan perilaku yang layak dilakukan oleh anggota profesi berdasarkan norma hukum, moral, dan sosial. Meskipun suatu perbuatan belum tentu langsung terbukti sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut tetap dapat dinilai melanggar etik apabila tidak patut dilakukan oleh seorang anggota Polri.

4. Kode Etik Profesi dalam Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum, kode etik profesi berperan sebagai pengendali moral bagi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk memeriksa, menangkap, menahan, dan melakukan tindakan hukum lainnya. Karena kewenangan tersebut sangat besar, maka pelaksanaannya harus dikendalikan oleh aturan hukum dan kode etik profesi.

Kode etik profesi membantu mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum. Penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi apabila aparat menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, membantu pihak tertentu secara tidak sah, atau mengabaikan prosedur hukum. Oleh sebab itu, kode etik menjadi batas agar kewenangan tidak digunakan secara menyimpang.

Dalam proses penyidikan, anggota Polri harus menjaga independensi dan tidak boleh menjalin hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan pihak berperkara. Hubungan yang tidak patut antara penyidik dan keluarga tersangka dapat menimbulkan keraguan terhadap objektivitas penyidikan. Oleh karena itu, kode etik profesi berfungsi menjaga kemurnian proses hukum.

Kode etik profesi juga memiliki fungsi preventif dalam penegakan hukum. Dengan adanya kode etik, anggota Polri diharapkan dapat menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, termasuk penerimaan uang dari pihak yang berkaitan dengan perkara. Pencegahan ini penting agar penegakan hukum tidak kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

Dengan demikian, kode etik profesi dalam penegakan hukum tidak hanya menjadi aturan internal, tetapi juga menjadi sarana menjaga keadilan dan kepercayaan publik. Dalam penelitian ini, kode etik digunakan untuk menilai apakah dugaan penerimaan uang oleh anggota Polri dari keluarga tersangka telah mencederai prinsip objektivitas dan profesionalitas penegakan hukum.

5. Kedudukan Kode Etik Profesi Polri

Kode Etik Profesi Polri memiliki kedudukan sebagai pedoman perilaku bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kehidupan sehari-hari. Kedudukan ini menunjukkan bahwa etik Polri tidak hanya berlaku dalam pelaksanaan tugas kedinasan, tetapi juga melekat pada sikap dan perbuatan anggota Polri sebagai aparatur negara.

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Kode Etik Profesi Polri diatur sebagai norma yang menjadi dasar penilaian terhadap sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Polri. Hal ini menunjukkan bahwa kode etik Polri memiliki dasar hukum formal dan dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran.

Kedudukan Kode Etik Profesi Polri juga berkaitan dengan kewajiban anggota Polri menjaga kehormatan dan martabat institusi. Setiap anggota Polri wajib menjaga citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Apabila anggota Polri melakukan tindakan yang merugikan kehormatan institusi, maka tindakan tersebut dapat menjadi dasar pemeriksaan etik.

Kode Etik Profesi Polri juga berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban internal. Melalui kode etik, institusi Polri dapat menilai apakah seorang anggota masih layak menjalankan profesinya sesuai nilai kepolisian. Dalam perkara dugaan penerimaan uang dari keluarga tersangka, kode etik menjadi dasar penting untuk menilai kepatutan tindakan anggota Polri.²⁴

Dengan demikian, kedudukan Kode Etik Profesi Polri sangat penting dalam menjaga profesionalitas, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Penelitian ini menempatkan kode etik Polri sebagai dasar utama untuk menganalisis dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dalam bentuk penerimaan uang dari keluarga tersangka.

C. 
Gambaran Umum Pelanggaran Kode Etik Polri
1. Pengertian Pelanggaran Kode Etik Polri

Pelanggaran Kode Etik Polri merupakan perbuatan anggota Polri yang bertentangan dengan norma, kewajiban, larangan, dan standar perilaku yang telah ditetapkan dalam Kode Etik Profesi Polri. Pelanggaran ini tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya kerugian materiil, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehormatan, martabat, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Dalam konteks profesi kepolisian, pelanggaran kode etik dapat terjadi apabila anggota Polri menyalahgunakan kewenangan, bertindak tidak profesional, melakukan hubungan yang tidak patut dengan pihak berperkara, atau melakukan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan. Perbuatan tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran etik karena bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas dalam penegakan hukum.

Pelanggaran kode etik berbeda dengan pelanggaran pidana, meskipun dalam keadaan tertentu keduanya dapat saling berkaitan. Suatu perbuatan dapat saja belum terbukti sebagai tindak pidana, tetapi tetap dapat dinilai sebagai pelanggaran etik apabila perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Dengan demikian, penilaian etik lebih menekankan pada kepatutan, kehormatan profesi, dan standar perilaku anggota Polri.

Dalam perkara dugaan penerimaan uang dari keluarga tersangka, pelanggaran kode etik dapat dianalisis dari hubungan antara anggota Polri dengan pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkara. Apabila hubungan tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi atau berpotensi memengaruhi objektivitas penanganan perkara, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap etika profesi kepolisian.

Dengan demikian, pelanggaran Kode Etik Polri dapat dipahami sebagai setiap perbuatan anggota Polri yang menyimpang dari norma etik, merusak profesionalitas, dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Pemahaman ini menjadi dasar dalam penelitian untuk menilai dugaan penerimaan uang oleh anggota Polri dari keluarga tersangka di Polres Batu Bara.

2. Dasar Hukum Kode Etik Profesi Polri

Dasar hukum Kode Etik Profesi Polri bertumpu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kedudukan ini menuntut setiap anggota Polri untuk bertindak profesional dan beretika.

Selain Undang-Undang Kepolisian, dasar hukum etik Polri juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini menjadi pedoman utama dalam menilai perbuatan anggota Polri yang diduga melanggar etika profesi.

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 mengatur bahwa Kode Etik Profesi Polri merupakan norma yang digunakan sebagai landasan sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Polri dalam pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kehidupan sehari-hari. Ketentuan ini menunjukkan bahwa etik Polri tidak hanya berlaku ketika anggota sedang bertugas, tetapi juga melekat pada statusnya sebagai anggota Polri.

Dalam konteks dugaan penerimaan uang, ketentuan yang relevan adalah larangan melakukan hubungan dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan perkara apabila hubungan tersebut dilakukan dengan itikad buruk. Ketentuan ini penting karena anggota Polri yang menangani perkara harus menjaga jarak profesional dari pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara tersebut.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi dasar hukum penting karena mengatur konsekuensi administratif terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran serius. Dengan demikian, pelanggaran kode etik dapat menimbulkan akibat tidak hanya dalam bentuk sanksi etik, tetapi juga dalam status keanggotaan Polri.

3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Polri

Bentuk pelanggaran Kode Etik Polri dapat berupa perbuatan yang merusak citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Perbuatan tersebut dapat terjadi dalam pelaksanaan tugas maupun di luar tugas, sepanjang masih berkaitan dengan kedudukan anggota sebagai aparatur negara. Oleh karena itu, standar etik Polri menuntut anggota untuk menjaga perilaku secara konsisten.

Salah satu bentuk pelanggaran kode etik adalah penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan terjadi apabila anggota Polri menggunakan jabatan atau kewenangannya tidak sesuai tujuan hukum, misalnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau membantu pihak tertentu secara tidak sah. Dalam penegakan hukum, penyalahgunaan kewenangan sangat berbahaya karena dapat merusak objektivitas perkara.

Bentuk lain pelanggaran kode etik adalah melakukan hubungan yang tidak patut dengan pihak yang berperkara. Anggota Polri yang menangani perkara harus menjaga independensi dan tidak boleh menjalin hubungan yang dapat menimbulkan dugaan keberpihakan. Hubungan dengan keluarga tersangka dalam konteks penerimaan uang dapat menimbulkan persepsi bahwa proses hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

Pelanggaran kode etik juga dapat berupa penerimaan sesuatu dari pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkara. Penerimaan uang, hadiah, fasilitas, atau janji tertentu dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Meskipun uang tersebut kemudian dikembalikan, perbuatan menerima uang tetap perlu diuji dari sisi etik.

Dengan demikian, bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Polri sangat berkaitan dengan integritas, kepatutan, dan profesionalitas anggota. Dalam penelitian ini, bentuk pelanggaran yang dikaji adalah dugaan penerimaan uang oleh anggota Polri dari keluarga tersangka, yang secara etik berpotensi merusak objektivitas penegakan hukum dan kehormatan institusi Polri.

4. Proses Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Polri

Proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Polri merupakan mekanisme internal untuk menilai apakah seorang anggota Polri telah melakukan pelanggaran etik. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan laporan, pengaduan, temuan pengawas internal, atau fakta tertentu yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif dan sesuai prosedur.

Dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik, pemeriksaan biasanya dilakukan oleh fungsi Propam sebagai unsur pengawasan internal Polri. Propam berperan dalam melakukan klarifikasi, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terduga pelanggar, serta pengumpulan alat bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Proses ini menjadi dasar untuk menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan ke sidang etik.

Pemeriksaan etik harus memperhatikan hak-hak anggota yang diperiksa. Terduga pelanggar berhak memberikan keterangan, mengajukan bukti, serta membela diri dalam proses pemeriksaan. Hal ini penting agar pemeriksaan etik tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menjamin keadilan prosedural bagi anggota Polri yang diperiksa.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan pelanggaran yang cukup, maka perkara dapat dibawa ke Komisi Kode Etik Polri. Sidang Kode Etik Profesi Polri bertujuan menilai fakta, mendengarkan keterangan pihak terkait, dan menentukan apakah terduga pelanggar terbukti melakukan pelanggaran etik. Putusan sidang etik kemudian menjadi dasar penjatuhan sanksi.

Dalam penelitian ini, proses pemeriksaan pelanggaran kode etik menjadi penting untuk dianalisis karena BAP menunjukkan adanya pemeriksaan terhadap anggota Polri sebagai terduga pelanggar. Melalui proses tersebut, dapat dinilai apakah dugaan penerimaan uang dari keluarga tersangka telah ditangani sesuai mekanisme etik dan apakah pembuktian etik telah dilakukan secara memadai.

5. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Polri

Sanksi pelanggaran Kode Etik Polri merupakan konsekuensi yang diberikan kepada anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran etik. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan pembinaan, menjaga kehormatan profesi, serta memastikan bahwa anggota Polri menjalankan tugas sesuai nilai integritas dan profesionalitas.

Sanksi etik dapat berupa pernyataan bahwa perbuatan pelanggar merupakan perbuatan tercela, kewajiban meminta maaf, pembinaan rohani, pembinaan mental kepribadian, pembinaan profesi, hingga sanksi administratif tertentu. Bentuk sanksi tersebut diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, dan pertimbangan sidang etik.

Dalam pelanggaran yang serius, sanksi dapat berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri. Sanksi ini merupakan bentuk konsekuensi berat karena menyangkut status keanggotaan seseorang dalam institusi Polri. Rekomendasi tersebut biasanya dijatuhkan apabila pelanggaran dinilai mencederai kehormatan Polri secara serius.

Penjatuhan sanksi etik harus dilakukan secara proporsional. Artinya, sanksi harus disesuaikan dengan bentuk perbuatan, tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta rekam jejak anggota yang diperiksa. Dalam dugaan penerimaan uang dari keluarga tersangka, sanksi etik perlu mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut menimbulkan konflik kepentingan, merusak objektivitas perkara, atau mencoreng nama baik Polri.

Dengan demikian, sanksi pelanggaran Kode Etik Polri memiliki fungsi korektif, preventif, dan represif. Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai sanksi digunakan untuk melihat bentuk pertanggungjawaban etik yang dapat diterapkan terhadap anggota Polri yang diduga menerima uang dari keluarga tersangka dalam penanganan perkara pidana.

D. Gambaran Umum Penerimaan Uang
1. Pengertian Penerimaan Uang dalam Konteks Etik Profesi

Penerimaan uang dalam konteks etik profesi dapat dipahami sebagai tindakan seorang pemegang profesi menerima sejumlah uang dari pihak tertentu yang memiliki hubungan kepentingan dengan tugas atau kewenangan profesinya. Dalam profesi penegakan hukum, penerimaan uang menjadi persoalan serius apabila berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, karena dapat menimbulkan dugaan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan hilangnya objektivitas dalam menjalankan tugas.

Dalam konteks anggota Polri, penerimaan uang dari pihak yang berhubungan dengan perkara tidak dapat dipandang sebagai perbuatan biasa, sebab anggota Polri memiliki kewenangan dalam proses penegakan hukum. Kewenangan tersebut harus dijalankan secara profesional, bebas dari pengaruh pribadi, dan tidak boleh diperdagangkan dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, setiap penerimaan uang yang berkaitan dengan perkara harus dinilai berdasarkan standar etik dan hukum yang berlaku.

Penerimaan uang dalam hubungan profesi dapat menimbulkan persoalan etik meskipun uang tersebut tidak selalu terbukti sebagai tindak pidana. Secara etik, ukuran yang digunakan bukan hanya apakah uang tersebut menyebabkan kerugian, tetapi apakah penerimaan tersebut patut dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum. Jika penerimaan uang menimbulkan kesan bahwa proses hukum dapat dipengaruhi, maka perbuatan tersebut dapat mencederai integritas profesi.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, penerimaan uang dari keluarga tersangka menjadi titik penting karena berkaitan dengan hubungan antara anggota Polri dan pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkara pidana. Hubungan seperti ini perlu diuji apakah dilakukan dalam batas kewenangan yang sah atau justru mengarah pada penyimpangan etik karena adanya kepentingan tertentu dalam penanganan perkara.

Dengan demikian, penerimaan uang dalam konteks etik profesi merupakan tindakan yang perlu dinilai secara cermat dari aspek kepatutan, integritas, dan konflik kepentingan. Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk menganalisis dugaan penerimaan uang oleh anggota Polri dari keluarga tersangka dalam perkara yang ditangani di Polres Batu Bara.

2. Penerimaan Uang oleh Aparat Penegak Hukum

Penerimaan uang oleh aparat penegak hukum merupakan perbuatan yang sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Aparat penegak hukum memiliki tugas untuk menjalankan hukum secara adil, objektif, dan tidak berpihak. Apabila aparat menerima uang dari pihak yang berkepentingan dalam perkara, maka masyarakat dapat menilai bahwa proses hukum tidak lagi berjalan secara netral.

Dalam penegakan hukum, aparat wajib menjaga jarak profesional dari pihak yang sedang berperkara. Hubungan yang terlalu dekat, apalagi disertai penerimaan uang, dapat menimbulkan dugaan bahwa kewenangan aparat digunakan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, penerimaan uang oleh aparat penegak hukum perlu dicegah karena dapat merusak prinsip independensi dan objektivitas.

Penerimaan uang oleh aparat penegak hukum juga dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika jabatan atau kekuasaan digunakan tidak sesuai dengan tujuan hukum, melainkan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau membantu pihak tertentu. Dalam konteks Polri, perbuatan semacam ini bertentangan dengan kewajiban menjaga kehormatan dan kredibilitas institusi.

Dalam praktiknya, penerimaan uang tidak selalu diberikan secara terang-terangan sebagai imbalan. Ada kalanya uang diberikan dengan alasan membantu, ucapan terima kasih, biaya pengurusan, atau permintaan bantuan dalam perkara. Namun, dalam perspektif etik profesi, istilah atau alasan pemberian tidak selalu menentukan, karena yang terpenting adalah apakah penerimaan uang tersebut berhubungan dengan kewenangan atau perkara yang ditangani.

Dengan demikian, penerimaan uang oleh aparat penegak hukum harus dilihat sebagai persoalan serius dalam etika profesi. Dalam penelitian ini, dugaan penerimaan uang oleh anggota Polri dari keluarga tersangka perlu dianalisis untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut melanggar prinsip profesionalitas, objektivitas, dan larangan konflik kepentingan dalam Kode Etik Profesi Polri.

3. Penerimaan Uang dan Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi seseorang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara objektif. Dalam profesi penegakan hukum, konflik kepentingan sangat berbahaya karena dapat membuat aparat tidak lagi bertindak berdasarkan hukum, melainkan berdasarkan hubungan pribadi, keuntungan ekonomi, atau kepentingan pihak tertentu.

Penerimaan uang dari pihak yang berkaitan dengan perkara dapat menimbulkan konflik kepentingan karena anggota Polri berada dalam posisi memiliki kewenangan atau pengaruh terhadap proses hukum. Meskipun anggota tersebut menyatakan tidak bermaksud memengaruhi perkara, penerimaan uang tetap dapat menimbulkan kesan bahwa terdapat hubungan kepentingan antara aparat dan pihak yang berperkara.

Dalam Kode Etik Profesi Polri, anggota Polri wajib menghindari perbuatan yang dapat merusak citra, reputasi, dan kehormatan Polri. Penerimaan uang dari keluarga tersangka dapat dinilai bertentangan dengan kewajiban tersebut apabila perbuatan itu menimbulkan dugaan keberpihakan atau penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, konflik kepentingan tidak hanya dinilai dari akibat yang telah terjadi, tetapi juga dari potensi dan persepsi yang ditimbulkan.

Konflik kepentingan juga berkaitan dengan prinsip kepatutan. Seorang anggota Polri seharusnya tidak menerima uang dari keluarga tersangka karena hubungan tersebut berada dalam situasi yang tidak seimbang. Keluarga tersangka berada dalam posisi membutuhkan bantuan, sedangkan anggota Polri memiliki pengetahuan dan akses terhadap proses hukum. Ketidakseimbangan posisi ini dapat membuka ruang penyimpangan etik.

Dengan demikian, penerimaan uang dan konflik kepentingan memiliki hubungan yang sangat erat dalam perkara etik profesi. Dalam penelitian ini, dugaan penerimaan uang oleh anggota Polri dari keluarga tersangka dianalisis sebagai potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi profesionalitas, objektivitas, dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di lingkungan Polres Batu Bara.
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